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BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 
NOMOR: 32 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati lentang Pedoman Pembangunan 

Kawasan Perdesaan. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Baral (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 lentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembenlukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalarn Lingkungan Provinsi Djawa Baral (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



• 

• 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 L  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor5864}; 



• 

• 

9, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 

1 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
lndramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri E.4); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten lndramayu 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
lndramayu Tahun 2006 Nomor 18 Seri E . 1 1 ) ;  

13. Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D.5) sebagaimana telah 
beberapa kali diu bah terakhir dengan Pera tu ran 

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kelima Ates Peraturan 

Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 
Tahun 2015 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten lndramayu 
(Lembaran Daerah Kabupaten lndramayu Tahun 

2008 Nomor 10 Seri D.6); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten lndramayu Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten lndramayu Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 
2012 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN. 



HAI I 

KETEN'TUAN UMIJM 

P'nnnl I 
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Dalam Peraturn Dupati  ini, yang dimnkud dengnn 
t ' 
2 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Indrnmnyu 

Pemerintnh Derah adnlah kepnla dnerah swbayai unur 

penyelenggar Pemerintnh Darnh yang memimpin pelaksanaan 
urusnn pemerintnhan yang menjadi kewenangynn daerah otonom. 
upati ndalah Bupati Indrnmnyu 
Dea adalah desn dan desn ndat ntnu yang discbut dengan nama lain, 
yang selanjutnya disebut Desa adalah kcsatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

• fungsi kawasan sebagai tempat perrnukiman perdesaan, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa 
yang dilaksanakan dalam upaya mepercepat dengan meningkatkan 
kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui 
pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. 

I 0. Kawasan Perdesaan tertentu adalah kawasan yang mempunyai nilai 
strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan 
perundang-undangan. 

1 1 .  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya 
disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, selanjutnya 
disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan 

• 



• 

perencanaan pembangunan daerah pada linkup kabupaten/kota. 
I4. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya 

disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelengyarakar 
pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tinkatan 
kewenangannya. 

15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan 
kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan ting, 
konsultan atau lembaga swadaya masyarakat. 

16. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah 
upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan. 

17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan. 

18. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh 
masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan 

kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya. 
19. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam 

memfasilitasi desa. 

BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip : 
a. partisipatif; 
b. holistik dan komprehensif; 

• c. berkesinambungan; 
d. keterpaduan; 
e. keadilan; 
f. keseimbangan; 
g. transparansi; dan 
h. akuntabilitas. 

Pasal 3 

(1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/atau 
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif 
dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan 
kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. 

(2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan 
masalah kawasan perdesaan. 



• 

• 

BAB II I  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

Pasnl 4 

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan mel iput i :  

a. pengusulan kawasan perdesnan; 
b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; 
c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan 
d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. 

Bagian Kesatu 
Pengusulan Kawasan Perdesnan 

Pasal 5 

Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai 
oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. 
Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
dapat dibantu oleh pihak ketiga. 
Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan 
yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 

ayat (1 ) .  

(4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan 
perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan. 

(5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diserahkan kepada Bupati. 

(6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati, terlebih dahulu 

telah dimusyawarahkan oleh para kuwu dan tokoh masyarakat yang 

wilayahnya akan ditetapkan menjadi kawasan perdesaan. 

Bagian Kedua 
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan 

Pasa16 

(1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan 
RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan 

prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. 

(2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  memiliki 
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP 

Kabupaten. 

(3) 

(2) 

(1)  



• 

• 

(3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

(I )  Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana 
pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun 
yang di dalamnya memuat program pembangunan. 

(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I)  dapat diubah dengan menyesuaikan pada 
perkembangan kebutuhan kawasan. 

(3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri 
dari kegiatan prioritas tahunan. 

(4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak-tidaknya 
memuat: 

a. isu strategis kawasan perdesaan; 
b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; 
c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; 
d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; 
e. indikator capaian kegiatan; dan 
f. kebutuhan pendanaan. 

Pasal8 

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 
sebagai berikut: 

a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan 
perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan 

b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana 
Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga. 

Pasal 9 

(I) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan 
merupakan bagian dari kabupaten yang terdiri dari beberapa desa 
yang berbatasan dalarn sebuah wilayah perencanaan terpadu yang 
memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi 
pengembangan. 

(2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan : 

a. kegiatan pertanian; 
b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; 

c. tempat permukiman perdesaan; 
d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi 

perdesaan; 
e. nilai strategis dan prioritas kawasan; 



• 
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f kterian pvmlngunan antar kwnan tdalarn wily al 
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Pelak sanaan Pembangunan wen lrdenann 

Paul I 0  

Pelaksanaan pe m n g u n a n  kawasnn pendenun mnerupaknn perwujudar 
pmgram dean kegiatan pembangunan tahunan pntda knwnsan perdesaan 

yang merupakan penguatan kapaitas maaynrnkat dan hubungnn 
kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swastn dun/atnu manyarnkat 
di kawassn perdesan, 

Pasal I L  

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasun perdesann bersumber 

dari; 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau 
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 12 

( l )  Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja 
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan 
dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa. 

(2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten. 

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat 
menugaskan kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa 
pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas 
pembantuan. 

(4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja 
perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten. 

(5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
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(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  
pembangunan kawasan perdesaan sesuai 
kewenangannya. rt 

menyelenggarakan 
dengan lingkup 

• 

• 

Pasal 16 

( I )  TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 5  ayat ( 1 )  
terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala 
satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! )  merupakan 
lembaga yang bertugas untuk : 
a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan; 
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan 

Perdesaan; 
c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam 

hal didelegasikan oleh Bupati; dan 
d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan 

kinerja pembangunan kawasan perdesaan. 
(3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan 

kebutuhan dan/atau kondisi daerah. 

Pasal 17 

(!)  TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) 
terdiri dari unsur Bappeda, SKPD sesuai Kluster, Sadan Usaha, 
Camat, BKAD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2 TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  merupakan 
kawasan yang bertugas untuk : 
a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan; 
b. menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 

bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten; 
c. melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan 

dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten; dan 
d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan 

kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP 

Kabupaten. 

Pasal 18 

(1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 
oleh Pendamping Kawasan Perdesaan. 

(2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  bertugas untuk: 
a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan 

perencanaan kawasan perdesaan; dan 



% 

• 

• 

b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan 
kawasan perdesaan. 

(3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berasal dari pihak ketiga. 

BABV 

P E N D AN AA N  

Pasal 19 

(1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 
Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan 
kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal 
dari Dana Alokasi Khusus dan/atau Dana Togas Pembantuan. 

(2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada 
Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan 
kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal 

dari Dana Togas Pembantuan. 

BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 20 

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan 
Perdesaan. 

Pasal 21 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melakukan pembinaan 
terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu : 

a. standarisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan 
perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta 
pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; 

b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan 
kawasan perdesaan; dan 

c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan 
perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta 
pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. 
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